TATA TERTIB ANGGOTA

MASA PENERIMAAN ANGGOTA BARU (MAPABA) ‘05

PMII Komisariat Ushuludin Cabang Surabaya Selatan

BAB I

KETENTUAN UMUM
1. Tata tertib ini disebut tata tertib Masa Penerimaan Anggota Baru

2. Tata Tertib ini berlaku bagi peserta selama mengikuti MAPABA ( Masa Penerimaan Anggota Baru)

3. Tata Tertib ini dinyatakan sah jika mendapat kesepakatan dari peserta 

BAB II

HAK PESERTA
1. Peserta mendapatkan pelayanan dari Instruktur dan panitia 

2. Peserta berhak mengajukan usul dan kritik kontruktif

3. Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan penghargaan 

BAB III

KEWAJIBAN PESERTA

1. Peseta wajib menjaga nama baik MAPABA

2. Peserta wajib mengikuti semua sesion

3. Peserta wajib datang lima menit sebelum sesion dimulai

4. Peseta wajib mengisi daftar setiap sesion

BAB IV

SANKSI
1. Peserta yang tidak mengikuti sesion karena sebab yang tidak diperkenankan, oleh instruktur, akan ditindak

2. Apabila pelanggaran dianggap berat, peserta akan dikeluarkan dari latihan ini 

BAB V

PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan

Ditetapkan di 

: Surabaya

Pada Tanggal 

: 29 September 2005

Raidong Habibi Rambe    





Farizal
Ketua  







Sekretaris  

ANGGARAN DASAR

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

Bogor, 26 – 31 Mei 2005

MUKADDIMAH

Insyaf dan sadar bahwa ketuhana Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi ummat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi ummatnya mengejewantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa ketuhanan komitmen ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual kewajiban dan bertanggungjawab mengemban komitmen ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk.

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan akhlussunnah wal jama’ah dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:






      BAB I

Nama, Waktu dan Kedudukan

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII.

2. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Syawal 1379 hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 April 1960 dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

3. PMII berpusat di Ibu Kota Republik Indonesia.

BAB II
Asas
Pasal 2

PMII berasaakan Pancasila
BAB III
Sifat
Pasal 3

PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan indipenden dan profesional

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4
Tujuan

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur,berilmu,cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pasal 5
Usaha

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai denggan asas dan tujuan PMII serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta usaha perujutan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

BAB V

PARADIGMA GERAKAN

Pasal 6

Anggota PMII terdiri dari:

1. Anggota PMII

2. Kader PMII.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 7

truktur organisasi PMII terdiri dari:

1. Pengurus Besar (PB)

2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)

3. Pengurus Cabang (PC)

4. Pengurus Komisariat (PK)

5. Pengurus Rayon (PR)

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Permusyawaratan dalam organisasi terdiri dari:

1. Konggres

2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)

4. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab)

5. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)

6. Musyawarah Kerja Kordinator Cabang (Muker Korcap)

7. Konferensi Cabang (Konfercab)

8. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

9. Rapat Tahunan Komisyariat (RTK)

10. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)

11. Kongres Luar Biasa (KLB)

12. Konferensi Koorcap Luar Biasa (Konkorcab LB)

13. Konferensi cabang luar biasa (Konfercab LB)

14. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa ( RTK LB)

15. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTARLB)

BAB VIII

WADAH PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 9

Wadah ini adalah abadan otonom yang secara khusus menangani pengembangan dan pemberdayaan kader putri

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 10

Keuangan dan kekayaan organisasi PMII terdiri dari:

1. Iuran Pangkal

2. Iuran Anggota

3. Hasil Usaha Organisasi

4. Bantuan yang legal, sah, ikhlas dan tidak mengikat.

BAB X

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 11

Anggaran dasar ini dapat dirubah oleh kongres dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3suara yang hadir.

Pasal 12

1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan kongres atau referendum yang khususnya diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi yang lain asas dan tujuannya tidak bertentangan

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya

3. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak waktu dan tanggalnya ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PENJELASAN ANGGARAN DASAR

Bogor, 26 – 31 Mei 2005

BAB I

ATRIBUT

Pasal 1

1. Lambang PMII sebagaimana yang terdapat dalam anggaran rumah tangga ini 

2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) diatas dipergunakan pada bendera, jaket, badge, vandel, logo PMII dan benda atau tempat-tempat dengan tujuan menunjukkan identitas PMII

3. Bendera PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran 

4. Mars PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran anggaran rumah tangga ini

BAB II

USAHA

Pasal 2

1. Melakukan atau meningkatkan amar ma’ruf nahi munkar

2. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan Iptek

3. Meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat

4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan

5. Memperrerat hubungan dengan Ulama dan Umara demi terciptanya ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah

6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, pengalaman dan pengamalan Pancasila serta kreatif dan bertanggungjawab

BAB III

KEANGGOTAAN

BAGIAN I

ANGGOTA

Pasal 3

1. Anggota biasa adalah :

a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat

b. Mahasiswa Islam yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat atau telah mencapai gelar kesarjanaan S1, S2 atau S3 tetapi belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun

c. Anggota yang belum melampaui usia 33 tahun

2. Anggota luar biasa adalah anggota yang dianggap telah berjasa kepada PMII yang ditetapkan oleh PB PMII atau kongres berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri

BAGIAN II

PENERIMAAN ANGGOTA DAN KADER

Pasal 4

Penerimaan anggota dilakukan dengan jalan :

1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada pengurus cabang

2. Seseorang syah menjadi anggota PMII setelah mengikuti Masa Pedneriamaan Anggota Baru (MAPABA) dan mengucapkan bai’at persetujuan dalam suatu upacara pelantikan yang diadakan oleh pengurus cabang

3. Dalam hal-hal yang sangat diperlukan, pengurus cabang dapat mengambil kebijaksanaan lain yang jiwanya tidak menyimpang dari ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas

4. Apabila syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas dipenuhi kepada anggota tersebut diberikan tanda anggota oleh pengurus cabang

BAGIAN III

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Anggota biasa berakhir masa keanggotaan :

a. Meninggal dunia

b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada pengurus cabang

c. Diberhentikan sebagai anggota biasa, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat

d. Telah habis masa keanggotaan sebagai anggota biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 ART ini

2. Bentuk dan tata cara pemberhentian diatur dalam ketentuan tersendiri

3. Anggota biasa yang telah habis masa keanggotaannya pada saat masih menjabat sebagai pengurus dapat diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan

4. Anggota biasa yang telah habis masa keanggotaanya disebut ALUMNI PMII

5. Hubungan PMII dan Alumni PMII adalah hubungan historis, kekeluargaan, kesetaraan dan kualitatif 

BAGIAN IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

Hak Anggota :

1. Anggota biasa berhak memilih dan dipilih

2. Anggota biasa berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan (rehabilitasi)

3. Anggota luar biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun tulisan

Pasal 7

1. Anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh pengurus cabang

2. Anggota berkewajiban memenuhi AD dan ART, peraturan-peraturan lainnya serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PMII

3. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agama Islam, bangsa dan organisasi

BAGIAN V

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 8

1. Anggota dan kader tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa  dan atau organisasi kemasyarakatan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang yang diperjuangkan oleh PMII

2. Pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik dan atau calon legislatif dari partai politik tertentu

3. Perangkapan keanggotaan dan jabatan seperti dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan

BAGIAN VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 9

Penghargaan

1. Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat cutra dan mengharumkan nama organisasi

2. Bentuk dan tata cara penganugrahan dan penghargaan diatur dalam ketentuan sendiri

Pasal 10

Sanksi Organisasi
1. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena : melanggra ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan PMII mencemarkan nama baik organisasi

2. Sanksi diberikan kepada anggota berbentuk scorsing dan pemberhentian keanggotaan

3. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG

BAGIAN I
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Stuktur Organisasi PMII adalah :

1. Pengurus Besar 

2. Pengurus Koordinator Cabang

3. Pengurus Cabang

4. Pengurus Komisariat

5. Pengurus Rayon

BAGIAN II

SUSUNAN PENGURUS,TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

Pengurus Besar:

1. Pengurus besar adalah pemimpin tertinggi PMII pengemban amanat kongres dan badan eksekutif 

2. Masa jabatan pengurus besar adalah 2 (dua) tahun

3. Pengurus besar terdiri dari:

a. Ketua umum 

b. Ketua-ketua sebanyak 9 (sembilan) orang 

c. Sekretaris jenderal

d. Sekretaris-sekretaris sebanyak 9(sembilan) orang

e. Bendahara

f. Wakil bendahara

g. Pengurus lembaga-lembaga

4. Ketua-ketua seperti yang di maksud ayat 3 poin B  membidangi 

a. Pengkaderan dan pengembangan sumberdaya anggota

b. Pendayagunaan potensi, aparatur dan kelembagaan organisasi

c. Pengembangan kajian pemikiran dan eksplorasi teknologi 

d. Pemberdayaan ekonomi dan kelompok profesional

e. Kajian gender dan emansipasi perempuan

f. Komunikasi pemerintah dan pemegang kebijakan publik

g. Komunikasi organ gerakan,kepemudaan dan pergurusn tinggi

h. Hubungan luar negri,kerjasama internasional,LSM,Advokasi HAM dan lingkungan hidup

i. Komunikasi pluralisme agama dan komunikasi informasi

5. Ketua Umum di pilih oleh kongres

6. Ketua umum PB tidak dapat di pilih kembali lebih dari 1(satu) periode

7. Pengurus besar memiliki tugas dan wewenang

a. Ketua umum memilih sekretaris jendral dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap di bantu 6 orang formatur yang di pilih kongres selambat-lambatnya 1x 24 jam

b. Pengurus besar berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang di tentukan kongres,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi lainnya,serta memperhatikan nasehat,pertimbangan dan saran Mabinas

c. Pengurus besar berkewajiban mengesahkan susunan koorcab dan penguruscabang

8. Persaratan pengurus besar adalah:

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL

b. Pernah aktif di kepengurusan koorcab atau cabang minimal satu periode

c. Mendapat rekomendasi dari cabang bersngkutan

d. Beluim berkeluarga

e. Usia maximal 30 tahun

f. Membuat pernyataan bersedia aktif di PB dan berdomisili di Jakarta 

Pasal 13

Pengurus Koordinator Cabang

1. PKC merupakan perwakilan PB di wilayah koordinasinya

2. Atas persetujuan PB, dalam hal-hal tertentu, PKC dapat mengats namakan PB

3. Wilayah koordinasi PKC minimal Satu propinsi

4. PKC dapat di bentuk manakala terdapat dua cabang atau lebih dalam wilayah koordinasi 

5. PKC berkedudukan di Ibu kota Propinsi

6. Masa jabatan PKC adalah 2 (dua) tahun

7. PKC terdiri dari : Ketua Umum, Ketua Bidang Eksternal, Ketua Bidang Internal, Ketua Bidang Kajian Gender Dan Emansipasi Perempuan, Sekretaris Umum dan Sekretaris Eksternal dan Internal, Bendahara dan Wakil Bendahara, dan Biro-biro

8. Bidang Internal meliputi, kaderisasi dan pengembangan sumberdaya anggota, pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi, kajian, pengembangan intelaktualdan eksplorasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi dan kelompok profesional

9. Bidang eksternal meliputi, hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijaksanaan publik, rgan gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi, hubungan litas agama dan komunikasi informasi, hubungan dan kerjasama LSM, dan advokasi, HAM dan lingkungan hidup

10. Ketua umum PKC dipilih oleh konferensi koorcab 

11. Ketua umum memilih sekretaris umum dan menyusun PKC selangkapnya, dibantu 6(enam) Orang formatur yang di pilih oleh Konferensi Koorcab dalam waktu selambatnya 1x24 jam 

12. PKC baru syah setelah mendapat pengesahan dari PB PMII 

13. Ketua umum PKC tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu periode

14. PKC memiliki tugas dan wewenang

a. PKC melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan tentang berbagai masalah organisasi di lingkungan koordinasinya 

b. PKC berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan kongres, keputusan konferensi koorcab, peraturan-peraturan organisasi dan memperhatikan nasihat serta saran-saran Mabinas atau Mabinda

c. PKC berkewajiban menyampaikan laporan kepada PB PMII 6 (enam) bulan sekali

d. Pelaporan yang di sampaikan PKC meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktifitas eksternal dan internal

e. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan di tentukan dalam peraturan organisasi

15. Persyaratan pengurus koorcab:

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL

b. Pernah aktif di kepengurusan cabang minimal satu periode

c. Mendapat rekomendasi dari cabang bersangkutan

d. Belum berkeluarga

e. Usia maxiamal 33 tahun

f. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus koorcab dan berdomisili di ibu kota Jakarta

Pasal 14

Pengurus Cabang

1. Cabang dapat di bentuk didaerah yang ada perguruan tinggi dengan persetujuan dan rekomendasi dari PKC

2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang kurangnya ada dua komisariat

3. Dalam keadaan dimana ayat (2) diatas tidak dapat dilaksanakan cabang dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 Anggota

4. Cabang dapat digugurkan statusnya apabila tidak dapat memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ditetapkan oleh PB yang menyangkut standar minimum:

a. Sekurang kurangnya dalam jangka waktu setahun menyelenggarakan Mapaba dan pelatihan kader formal

b. Sekurangnya dalam jangka satu setengah tahun menyelenggaraka konferensi cabang

5. Cabang dan pengurus cabang dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB

6. PC terdiri dari: Ketua Umum, Ketua Bidang Eksternal, Ketua Bidang Internal, Ketua Bidang Kajian Gender dan Emansipassi Perempuan,Sekretaris Umum dan Sekretaris Eksternal dan Internal, Bendahara dan Wakil Bendahara, dan Biro-biro

7. Bidang Internal meliputi : kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota, pendayagunaan potensi dan kelmbagaan Organisasi, Kajian, Pengembangan Intelektual, dan Eksplorasi Teknologi, dan Pemberdayaan Ekonomi dan Kelompok Profesional

8. Bidang eksternal meliputi : Hubungan dan Komunikasi pemerintah dan kebijakan publik, Organ gerakan, kepemudaan dan perguruan Tinggi, Hubungan Lintas Agama dan Komunikasi Informasi, Hubungan dan kerja sama LSM, dan Advokasi, HAM dan lingkungan Hidup

9. Bila dipandang perlu PC dapat membentuk kelompok minat, profesi, Hobi, dan lain sebagainya

10. Ketua Umum dipilih oleh Konferensi Cabang

11. Ketua Umum memilih Sekretaris Umum dan menyusun PC selengkap- lengkapnya dibantu 6 orang formatur yang dipilih Konfercab dalam waktu selambat lambatnya 1x24 jam

12. Masa jabatan PC adalah setahun

13. Ketua Umum cabang tidak dapat dipilih lebih dari 1 periode

14. Pengurus cabang memiliki tugas dan wewenang;

a. PC berkewajiban menjalankan AD/ART, keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan konfercab dan mempehatikan nasehat, pertimbangan dan saran Mabincab

b. PC berkewajiban menyampaikan laporan kepengurusan kepada PKC serta kepada PB secara periodik empat bulan sekali

c. Pelaporan yang disampaikan kepada PKC meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal

d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan Organisasi

15. Persyaratan pengurus Cabang

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD 

b. Pernah aktif di kepengurusan Komisariat atau Rayon minimal satu periode

c. Mendapat Rekomendasi dari komisariat atau rayon bersangkutan 

d. Belum berkeluarga

e. Usia Maksimal 28 Tahun

f. Membuat peryataan bersedia aktif dipengurus cabang

Pasal 15

Pengurus Komisariat
1. Komisariat dapat dibentuk disetiap perguruan Tinggi

2. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 Rayon

3. Dalam keadaan dimana ayat 2 diatas tidak dapat dilaksanakan komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya 20 orang

4. Komisariat dan PK dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari PC

5. Masa jabatan PK adalah setahun 

6. PK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Internal, Ketua Bidang Eksternal dan Ketua Bidang Kajian Gender dan Emansipasi Perempuan, Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebanyak 3, Bendahara dan Wakil Bendahara

7. Bidang Internal meliputi : Kaderisasi dan pembinaan sumber daya anggota, pendayagunaan aparatur dan potensi organisasi, dan kelembagaan serta kajian Intelektual

8. Bidang eksternal meliputi : komunikasi dengan pihak instansi kampus diwilayahnya, organ gerakan dikampus

9. PK memiliki tugas dan wewenang:

a. PK berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres, Peraturan Organisasi dan RTK

b. PK berkewajiban menyampaikan laporan kepengurusan kepada PC dengan tembusan ke PKC secara periodik empat bulan sekali

c. Pelaporan yang disampaikan PK meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal 

d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi

10. Persyaratan Pengurus Komisariat:

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD

b. Pernah aktif dikepengurusan rayon minimal satu periode

c. Mendapat rekomendasi dari rayon bersangkutan

d. Belum berkeluarga

e. Usia maksimal 25 tahun

f. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus komisariat 

Pasal 16

Pengurus Rayon
1. Rayon dapat dibentuk disetiap fakultas atau setingkatnya, apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 orang anggota

2. Rayon sudah dapat dibentuk ditempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang kurangnya 10 anggota

3. Pengurus Rayon dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PC

4. Masa jabatan PR setahun

5. Ketua Rayon dipilih oleh RTAR

6. PR terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan beberapa departemen yang disesuaikan dengan studi minat, hobby, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan

7. PR memiliki tugas dan wewenang:

a. PR berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan kongres dan RTAR

b. PR berkewajiban menyampaikan laporan kepada PK dengan tembusan kepada PC secara periode

c. Pelaporan yang disampaikan PR kepada PK meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal

d. Mekanisme pelaporan lebih lanjutakan ditentukan dalam peraturan organisasi

8. Persyaratan Pengurus Rayon:

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD dan MAPABA

b. Dari Rayon bersangkutan

c. Belum berkeluarga

d. Usia maksimal 23 tahun

e. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus Rayon

BAB V

LEMBAGA LEMBAGA

Pasal 17
1. Lembaga adalah badan yang dibentuk dan hanya berada ditingkat PB berfungsi sebagai laboratorium dan pengembangan sesuai dengan bidngnya

2. Lembaga lembaga tersebut terdiri dari:

a. Lembaga Pengembangan kaderisasi dan penelitihan (LPKP)

b. Lembaga Penelitihan dan Pengembangan (LITBANG)

c. Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan kewiraswastaan (LPEK)

d. Lembaga Kajian dan Advokasi Gender (LSAG)

e. LembagaStudi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK)

f. Lembaga kebijakan publik dan otonomi daerah (LPKOD)

g. Lembaga Kajian Masalah Internasional (LKMI)

h. Lembaga Kajian Sosial Budaya (LKSB)

i. Lembaga Sains dan Teknologi Informasi (LSTI)

j. Lembaga Pers, Penerbitan dan Jurnalistik (LP2J)

k. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

l. Lembaga Studi Advokasi Buruh, Tani dan Nelayan (LSATN)

3. Lembaga berstatus semi otonom di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada PB

4. Lembaga tidak punya struktur hierarkhi kebawah

5. Lembaga sekurang kurangnyan terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara

6. Kedudukan lembaga ditentukan oleh PB setelah mendapat persetujuan PC ditempat lembaga akan didudukkan

7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing masing dengan mengacu pada ketentuan atau kebijaksanaan yang ditetapkan PB

8. Kebijaksanaan tentang tata kerja, pola koordinasi dan mekanisme organisasi lembaga-lembaga akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri

BAB VI

PENGISIHAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 18
1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung dibawahnya

2. Dalam kondisi dimana tidak dapat dilakukan pengisihan lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan jabatan dapat diisi oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat pengurus harian yang khusus diadakan untuk itu

BAB VII

KUOTA PENGURUSAN

Pasal 19

1. Kepengurusan setiap tingkat harus menempatkan anggota perempuan dari 1/3 keseluruhan anggota pengurus

2. setiap kegiatan PMII harus menempatkan anggota perempuan anggota.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 20

Pemerdayaan perempuan PMII diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan

WADAH PEREMPUAN

Pasal 21

1. Wadah perempuan dalam PMII dipersiapkan pembentukannya oleh sebuah kelompok kerja yang dipilih dan disahkan oleh kongres.

2. kelompok kerja (pokja) adalah kader-kader putri yang dipilih dan disahkan oleh kongres yang diberikan hak tugas dan wewenang untuk mempersiapkan pembentukan wadah perempuan

3. kader perempuan dipilih oleh Cabang dari: 

a. lima kader perempuan PMII yang direkomendasikan oleh propensi masing-masing 

b. 3 orang kader PMII yang dipilih langsung oleh kongres.

c. 1 orang ketua PB PMII demesioner

d. 1 orang ketua yang terpilih.

e. Ketua umum dan sekjen terpilih.

Tugas dan wewenang kelompok kerja:

1. kelompok kerja bertugas membentuk dan mengagendakan kerjanya sendiri.

2. kelompokn kerja bertugas memfasilitasi forum-furm untuk persiapan pembentukan wadah perempuan

3. masa kerja pokja selama 6 bulan dan dinyatakan berakhir setelah terbentuknya wadah perempuan dan struktur pengurus yang dipilih merlalui forum yang disepakati.

MAJELIS PEMBINA

Pasal 22

1. Majelis pembina adalah badan yang terdapat ditingkat organisasi PB, koorcab dan Cabang

2. majelis pembina ditingkat PB disebut Mabinas

3. Majelis pembina ditingakat Koorcab disebut Mabinda

4. Majelis pembina tingkat Cabang disebut Mabincab

1. Tugas dan fungsi majelis pembina:

a. memberikan nasehat, gagasan pengembangan dan sasaram kepada pengurus PMII baik diminta maupun tidak.

b. Mebina dan mengembangkan secara informal kader PMII dibidang Intelektualan dan profesi.

Pasal 23

2.  Susunan majelis pembina terdiri dari tujuh orang yakni:

a. satu oarang kertua merangkap angota.

b. satu orang seketaris merangkap anggota

c lima orang anggota. 

PERMUSYAWARATAN

Pasal 24

Musyawarah dalam organisasi PMII terdiri dari:

a. Kongres 

b. Musyawarah Pimpinan Nasional

c. Muisyawarah Kerja Nasional

d. Konferensi Koordinator Cabang

e. Musyawarah Pimpinan Daerah

f. Rapat Kerja Koorcab

g. Konferensi Cabang

h. Musyawarah Pimpinan Cabang

i. Rapat Kerja Cabang

j. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)

k. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)

l. Kongres Luar Biasa (KLB)

m. Konferensi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB)

n. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB)

o. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)

p. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR LB)

Pasal 25

Kongres
1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi

2. Kongres dihadiri oleh utusan cabang dan peninjau

3. Kongres diadakan tiap dua tahu sekali

4. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurangnya separuh lebih satu dari jumlah cabang yang sah

5. Kongres memiliki kewenangan 

a. Merubah dan menetapkan AD/ART PMII

b. Merubah dan menetapkan NDP PMII

c. Menetapkan paradigma pergerakan PMII

d. Menetapkan strategi pengembangan PMII

e. Menetapkan kebijakan umum dan GBHO

f. Menetapkan sistem pengkaderan PMII

g. Memilih dan menetapkan ketua umum dan tim formatur

h. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi

6. Peserta dan kuota suara 

a. Peserata kongres adalah cabang-cabang yang telah disahkan oleh PB PMII

b. Cabang memiliki hak suara, dengan kuota sebagai berikut:

c. Cabang yang mempunyai 50 – 150 anggota biasa memiliki hak 1 (satu) suara berdasarkan kartu anggota

d. Cabang yang mempunyai 151-250 anggota biasa memiliki hak 2 (dua) suara berdasarkan kartu anggota

e. Cabang yang mempunyai 251-350 anggota biasa memiliki hak 3 (tiga) suara berdasarkan kartu anggota

f. Cabang yang mempunyai 351-450 anggota biasa memiliki hak 4 (empat) suara berdasarkan kartu anggota

g. Cabang yang mempunyai 451-550 anggota biasa dan atau lebih memiliki hak 5 (lima) suara berdasarkan kartu anggota

h. Kartu anggota diterbitkan dan di sahkan oleh PB PMII 

Pasal 26

Musyawarah Pimpinan Nasional
1. Musyawarah pimpinan nasional adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah kongres 

2. Musyawarah pimpinan nasional dihadiri semua pengurus besar, pengurus lembaga dan ketua umum koorcab

3. Musyawarah pimpinan nasional paling sedikit enam bulan sekali 

4. Musyawarah pimpinan nasional memiliki kewenangan:

a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi dan administrasi

b. Evaluasi program selama satu semester

c. Mengesahkan laporan organisasi dari berbagai wilayah koordinasi

Pasal 27

Musyawarah Kerja Nasional

1. Mukernas dilaksanakan oleh PB PMII

2. Mukernas dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode

3. Peserta mukernas adalah penngurus harian PB dan lembega-lembaga

4. Mukernas memiliki kewenangan: Membuat dan menetapkan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di kongres

Pasal 28

Konferensi Koorcab

Konfereinsi koorcab

1. Dihadiri oleh utusa cabang

2. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah cabang yang syah

3. Diadakan setiap 2 tahun sekali

4. konferkoorcab memiliki wewenang

a. Menyusun program kerja koorcab dalam rangka pelaksaaan program dan kebijakan PMII

b. Menilai laporan pertanggung jawaban PKC

c. Memilih ketua umum koorcab dan tim formatur.

Pasal 29

Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspinda)

1. Musyawarah pimpinan Daerah adalah forum tertinggi atau pimpinan institusi tertinggi setelah Konferkoorcab.

2. Musyawarah pimpinan daerah dihadiri semua PKC dan Ketua Umum PC yang berada dalam wilayah koordinasinya,

3. Musyawarah pimpinan daerah diadakan paling sedikit enam bulan sekali, sebelum pelaksanaan Muspimnas.

4. Musyawarah pimpinan Daerah memiliki kewenangan :

a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal, sepanjang yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. Evaluasi program selama satu semester baik bidang internal maupun eksternal.

c. Mengesahkan laporan organisasi dari berbagai wilayah koordinasi.

Pasal 30

Musyawarah Kerja Koorcab

1. Muker Koorcab dilaksanakan oleh PKC paling sedikit satu kali dalam kepengurusan.

2. Muker Koorcab berwenang merumuskan action plan berdasarkan program kerja yang diputuskan di konferkorcab.

Pasal 31

Konferensi Cabang

1. Konfercab Adalah forum musyawarah tertinggi ditingkat cabang.

2. Konferensi dihadiri oleh utusan komisariat dan rayon.

3. Apabila cabang dibentuk berdasarkan ART pasal !4 ayat 3 maka konfercab dihadiri oleh setengah anggota yang ada ditambah satu.

4. Konfercab dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.

5. Konfercab diadakan setahun sekali.

6. Konfercab memiliki wewenang :

a. menyusun program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII.

b. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus PC.

c. Memilih ketua umum dan formatur

Pasal 32

Musyawarah pimpinan Cabang (Muspimcab)

1. Musyawarah pimpinan Cabang adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah konfercab.

2. Musyawarah pimpinan cabang dihadfiri semua PC dan ketua Umum Pk dan ketua Rayon

3. Musyawarah pimpinan Cabang diadakan paling sedikit empat bulan sekali, sebelum pelaksanaan Muspida.

4. Musyawarah pimpinan cabang memiliki kewenangan :

a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan perarturan yang lebih tinggi.

b. Evaluasi program pengurus cabang selama catur wulan 

c. Mengesahkan laporan organisasi dari PK dan pengurus Rayon.

Pasal 33

Musyawarah Kerja Cabang

1. Menyusun dan menetapkan action plan selama satu periode dari konfercab

2. Mukercab dilaksanakan PC.

3. peserta Mukercab adalah seluruh pengurus harian dan badan-badan lingkungan PC.

Pasal 34

Rapat Tahunan Komisariat

1. RTK adalah forum Musyawarah tertinggi di tingkat komisariat.

2. RTK dihadiri oleh utusan-utusan rayon-rayon

3. Apabila Komisariat dibentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 15 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh anggota Komisariat.

4. RTK berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 rayon yang sah

5. RTK diaedakan satu tahun sekali

6. RTK memiliki wewenangh :

a. menyusun progr5am kerja komisariat dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kebijakan PMII

b. menilai laporan pertanggung jawaban pengurus komisariat

c.  memiloh komisariat dan formatur.

Pasal 35

Rapat Tahunan Rayon

1. RTAR dihadfiri oleh pengurus Rayon dan anggota PMII dilingkungannya.

2. Diadakan setahun sekali.

3. Dapat berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota

4. Menyusun program kerja Rayon dalam rangka penjabaran program dan pelaksanaan   program umum dan kebijakan PMII

Pasal 36

Kongres Luar Biasa (KLB)

1. 1.KLB merupakan forum yang setingkat dengan Kongres.

2. KLB diadakan  apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan / atau peraturan Organisasi) yang dilaksanakan oleh pengurus Besar

3. ketentuan pelanggaran konstitusi ditetapkan oleh mahkamah kontitusi PMII yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

4. KLB sebelum diadakan KLB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpengaruhi, kepengurusan PB diambil alih oleh Majelis pembina Nasioanal (Mabinas), yang kemudian membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsur Mabinas dan cabang-cabang.

Pasal 37

Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (konkoorcab-LB)

1. Konkorcab-LB merupakan Forum yang setingkat dengan Konkoorcab

2. konkorcab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap kontitusi (AD/ART dan peraturan oarganisasian

3. Ketentuan pelanggaran kontitusi ditetapkan Mahkamah Kontitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan Organisasi) yang dilakukanb oleh pengurus koordinator Cabang.

4. Konkoorcab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang yang sah.

5. Sebelum diadakan konkoorcab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam pin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Korcab didomisioner dan diambil alih oleh pengurus Besar, yang kemudian membentuk panitia Kokoorcab-LB yang terdiri dari unsur PB cabang-cabang.

Pasal 38

Konferensi  Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)
1. Konfercab-LB merupakan Forum yang setingkat dengan Konfercab

2. Konfercab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap kontitusi (AD/ART dan peraturan ke-organisasian

3. ketentuan pelanggaran kontitusi ditetapkan Mahkamah Kontitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan Organisasi) yang dilakukanb oleh pengurus koordinator Cabang.

4. Konfercab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang yang sah.

5. Sebelum diadakan Konfercab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam pin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan cabang didomisioner dan diambil alih oleh pengurus Besar, yang kemudian membentuk panitia Konfercab-LB yang terdiri dari unsur pengurus Korcab dan komisariat-komisariat.

Pasal 39

Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa ( RTK-LB)

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK

2. RTK-LB diadakian apabila terdapat pelanggaran terdapat kontitusi (AD/ART dan peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh pengurus Komisariat.

3. RTK-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah Rayon yang sah

4. Ketentuan pelanggaran Kontitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi. Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Komisariat didomisioner dan diambil alih pengurus Cabang, yang terdiri unsur pengurus Cabang dan Rayon-rayon.

Pasal 40

Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa ( RTK-LB)

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK

2. RTK-LB diadakian apabila terdapat pelanggaran terdapat kontitusi (AD/ART dan peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh pengurus Komisariat.

3. RTK-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah Rayon yang sah

4. Ketentuan pelanggaran Kontitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi. Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Komisariat didomisioner dan diambil alih pengurus Cabang, yang terdiri unsur pengurus Cabang dan Rayon-rayon.

Pasal 41

1. Setiap anggota dianggap mempunyai boot manakala telah ditetapkan oleh PB berdasarkan perlaporan organisasi yang disampaikan PKC dan PC.

2. Ketentuan perlaporan aanggota akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 42
1. Musyawarah, konferensi dan rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 22 ART ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta 

2. Pengambiln keputusan pada dasrny diushakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil keputusan suara terbanyak .

3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia 

4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali 

5. Manakal dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur’ah) yang dipimpin pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan 

BAB X

KEUANGAN

Pasal 43
1.  Uang pangkal dibagi menurut  ketentuan menurut sebagai berikut 

a. Untuk PB 25%

b. Untuk Koorcap 75%

2.  Uang iuran dibagi menurut ketentuan sebagai berukut;

a. Untuk Rayon 60%

b. Untuk Komisariat 20%

c. Untuk cabang 20%

3.  Besarnya uang pangkal dan iuran ditentukan oleh PC
BAB XI

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 44

Perubahan

1. perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh kongres dan Referendum yang khusus diadakan untuk itu.

2. Keputusan ART baru sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah cabang yang sah. 

Pasal 45

Peralihan

1. Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, mak ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.

2. Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu disuruh jajaran organisasi.

3. Kekayaan PMII setelah pembubaran diserahkan kepada organisasi yang seas as dan setujuan.

BAB XII

Pasal 31

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan  oleh PB dalam peraturan organisasi.

2. ART ini ditetapkan oleh kongres sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thoriq. 

Ditetapkan di
: Bogor 

Pada Tanggal
: 26-31 Mei 2005

Lampiran Anggaran Rumah Tangga PMII

A. Lambang PMII

a. Pencipta Lambang
: H. Said Budairi

b. Makna Lambang

1. Bentuk

~ Perisai berarti ketahanan dan kemampuan mahasiswa Islam Indonesia terhadap berbagai tantang dan pengaruh dari luar

~ Bintang adalah perlambang ketinggian dan semangat cita-cita selalu memancar

~ 5 (lima) bintang sebelah atas adalah menggambarkan Rasulullah dengan 4 (empat) sahabat terkemuka (Khulafa’ur Rasyidin)

~ 4 (empat) bintang sebelah bawah adalah menggambarkan empat madzhab yang berhaluan Ahlissunnah Wal Jama’ah
~ 9 (sembilan) bintang sebagai jumlah bintang dalam lambang dapat berarti ganda, yakni :

· Rasulullah dengan empat sahabatnya serta empat madzhab itu, laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi, dan penerang umat Islam

· Sembilan orang penyebar Islam di Indonesia

2. Warna

~ Biru, sebagai warna tulisan PMII berarti kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki serta digali oleh warga pergerakan. Biru juga menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kesatuan wawasan nusantara

~ Biru Muda, sebagai warna dasar perisai sebelah bawah berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti dan takwa

~ Kuning, sebagaimana warna dasar perisai sebelah atas, berarti identitas kemahasiswaan yang menjadi sifat dasar pergerakan, lambang kebesaran, dan semangat yang selalu menyala, serta pengharapan menyongsong masa depan

c. Penggunaan

~ Lambang digunakan pada papan nama, bendera, kop surat, stempel, badge, jaket, KTA PMII, dan benda atau tempat-tempat lain yang tujuannya untuk menunjukkan identitas organisasi.

[image: image1.png]


~ Ukuran lambang disesuaikan dengan penggunaan

d. Gambar lambang :

B. Bendera PMII

a. Pencipta bendera

: Shaimoery WS.

b. Ukuran


: Panjang dan lebar 4:3

c. Warna darar

: Kuning

d. Isi


:

· Lambang PMII terletak pada bagian tengah

· Tulisan PMII terletak pada sebelah kiri lambang membujur kebawah

e. Penggunaan

:

· Bendera digunakan pada upacara-upacara resmi organisasi, baik intern maupun ekstern dan upacara nasional

· Penempatannya diletakkan didepan tempat upacara dan disebelah kiri bendera kebangsaan
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MARS PMII

Inilah kami wahai Indonesia

Satu barisan dan satu cita

Pembela bangsa penegak Agama

Tangan terkepal dan maju kemuka

Habislah sudah masa yang suram 

Selesai sudah drita yang lama

Bangsa yang jaya Islam yang benar

Bangun tersentak dari bumiku subur

Reef.


Denganmu PMII, Pergerakanku


Ilmu dan bakti kuberikan


Adil dan makmur kuperjuangkan


Untukmu satu tanah airku


Untukmu satu keyakinanku


Inilah kami wahai Indonesia


Satu angkatan dan satu jiwa


Putera bangsa bebas merdeka


Tangan terkepal dan maju kemuka

HYMNE PMII

Dengan segala bagi Ya Robbi

Engkaulah Yang Maha Pengasih

Kami Penuhkan segala Bakti

Dengan sadar diri

Kami tanamkan didalam jiwa

Segenap iman dan taqwa

Hanya pada-Mu Ya Allah Robbi

Kami tunduk berserah diri

Limpahkanlah ridho-Mu Ya Allah Robbi

Jayalah PMII...2x
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DEKLARASI MURNAJATI
Deklarasi Murnajati sebagai penentuan

Kini PMII tlah menjadi independen

Di arena ini kita pupuk persatuan

Demi cita-cita perjuangan nasional




PERJUANGAN TLAH DIMULAI

Sadarlah sahabatku, akan negaramu

Perjuangan harus dimulai

             Bergeraklah sahabatku, bersama semangatmu

Perjuangan harus dimulai

Rakyat tlah berontak

Melawan  penindasan

Rakyat tlah berontak

Melawan  kekuasaan




Tirani, tirani, tirani……

Majulah sahabatku, kedalam laut biru

Perjuangan telah dimulai

Majulah sahabatku, dengan ambisimu

Perjuangan telah dimulai


Rakyat tlah menunggu 


    Dengan  kesadaran





Rakyat tlah menunggu





    Sebuah perubahan





Revolusi, Revolusi, Revolusi….

By: Ika Ana Fatkhul Hidayat, Dss. (Mantan Presiden BEM Fak. Ushuluddin 2002 – 2003)
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ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA


 ( AD / ART )


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA


“ INDONESIAN MOSLEM STUDENT MOVEMENT “
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HASIL KONGRES BOGOR


26-31 Mei 2005





Hak Milik


PMII Komisariat Al-Khairat Pamekasan


Sekretariat : Jl. Tikungan Romantis Beltok Palengaan Pamekasan 69301














Dzikir, Fikir & Amal Sholih


Tangan terkepal & maju kemuka































































































